
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

PROVINSI LAMPUNG 

PBRATURAl'( DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR Z TAHUN 2015
 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 

DERGAN RAHMAT TUHAK YANG MAlIA £SA 

SUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang 
dihadapi tidak hanya rnempengaruhi estetika, 
kebersihan dan kenyamanan, juga berpengaruh 
terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai 
akibat dati produksi dan polusi sampah; 

b.	 bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan 
bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa 
nyaman dan bebas dari polusl sampah, diperlukan 
pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak 
dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada 
upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya; 

c.	 bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
setiap daerah memerlukan perangkat hukum tentang 
pengelolaan sampah dalam upaya mendapat kejelasan 
tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah 
serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga 
dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Sampah; 

Mengingat 1.	 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tabun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun Tabun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota 
Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 



3.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4.	 Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

5.	 Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2008 Nomor 69, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang 
Pelayanan PubIik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3038); 

7.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

8.	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

9.	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubaban Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubab 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 
Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5145); 



12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah 
Sejenih Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

13.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Sarnpah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

15.	 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana 
dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 470); 

16.	 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

17.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1); 

Dengan PenetuJuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

dan 

BUPATI LAMPUl'fG SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TEl'fTANG PEl'fGELOLAAN SAMPAH. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

5.	 Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung 
Selatan. 

6.	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Lampung Selatan. 

7.	 Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

8.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

9.	 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia darr/atau proses alarn. 
yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun 
sampah sejenis sampah rumah tangga. 

11.	 Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari
hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, 
tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal 
dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial dan atau fasilitas lainnya. 

13. Lembaga pengelola	 sampah adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah 
Daerah diwilayah Kelurahan, RT, RW, Fasilitas umum, Fasilitas sosial 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

14.	 Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalarn. perumahan, asrama 
dan sejenisnya. 

15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha 
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang. 

16.	 Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 

17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan 
untuk kepentingan nasional/berskala nasional. 

18. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang 
berupa bak/bin/kantong/tong/keranjang sampah. 

19. Pengelolaan	 sampah adalah kegiatan yang siatematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan 
penanganan sampah. 

20.	 Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 

21. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah Daerah atau 
pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang 
menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 
pengolahan dari/atau pemrosesan akhir sampah. 



22. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah 
dan /pemanfaatan kembali sampah. 

23. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan 
sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk 
danj'atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan 
produk dan/atau kemasan produk. 

24. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi 
barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. 

25. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang 
sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda 
dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat 
tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, 

26. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor darr/atau 
mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk. 

27.	 Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu produk. 

28. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 

29. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah 
sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 

30. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari 
sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 
pengolahan sampah terpadu. 

31. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau 
tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah 
terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir. 

32. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan Zatau 
jumlah sampah, 

33.	 Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah 
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan seeara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 

34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah 
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

35. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan 
Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat 
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, 
dan pendauran ulang skala kawasan. 

36. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST 
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengurnpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. 

37. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan 
secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

38. Laban urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem 
penutupan sampah dengan tanah setiap hari. 

39. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah 
pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. 



40. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan 
dan hewan yang diambil dari a1am atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, 
perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami. 

41. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui 
seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam 
atau hanya sebagian keeil dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian 
kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. 

42. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, darr/atau 
volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

43. Sampah bahan berbahaya dan beraeun yang bersumber dari rumah 
tangga yang selanjutnya disingkat sampah 83 rumah tangga adalah sisa 
suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun 
yang karena sifat danjatau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik 
seeara lansung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 
serta makhluk hidup lain. 

44. Penghasilan sampah adalah setiap orang danjatau akibat proses alam 
yang menghasilkan timbulan sampah. 

45. Pe1ayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah 
di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan 
kemanfaatan umum. 

46. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, 
bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum. 

47. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap 
pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif 
terhadap orang. 

48.	 Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan pribadi. 

49. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan 
hukum. 

50. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka pengendalian yang meliputi peneegahan dan 
penanggulangan keeelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 

51. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan 
sampah. 

52. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena 
dampak negatif yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
kegiatan penanganan sampah di TPA. 

53. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan 
yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Lampung Selatan kepada setiap orang atas pelayanan 
penyelenggaraan pengelolaan sampah, 

54. Tarifjasa pelayanan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan 
oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung 
Selatan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk 
tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap 
orang. 



55. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada 
pelanggar keharusan dan 1arangan dalam peraturan daerah ini. 

DAB II 
RUANO LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1)	 Ruang 1ingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini terdiri 
atas: 

a.	 sampah rumah tangga; dan 

b. sampah sejenis sampah rumah tangga. 

(2)	 Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rurnah tangga, tidak termasuk 
tinja dan sampah spesifik. 

(3)	 Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b berasal dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, 
fasilitas sosial, fasilitas umum dari/atau fasilitas lainnya. 

Pasa13 

Pengelolaan sampah dise1enggarakan berdasarkan azas : 
a. tanggung jawab; 
b. berke1anjutan; 
c. manfaat; 
d. keadilan: 
e. kesadaran; 

f. kebersamaan; 
g. kese1amatan; 
h. keamanan; dan 

i. nilai ekonomi. 

Pasa14 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 
dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

BABnI 
PENGELOLAAN SAl't'IPAH 

Bagian K...tu 
Perencanaan 

Pasa15 

(1)	 Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan 
sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja 
tahunan Dinas. 

(2)	 Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 

a.	 target penguranganZpengurangan volume sampah; 



b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan 
sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; 

c. pola pengembangan 
masyarakat; 

kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi 

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah 
daerah dan masyarakat; dan 

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah 
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur 
ulang dan penanganan akhir sampah. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal6 

(1)	 Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; danlatau 
c. pemanfaatan kembali sampah. 

(2)	 Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan sebagai berikut: 
a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan 

produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan 
b. fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan 

dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur 
ulang dan guna ulang sampah, 

Pasa17 

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: 

a.	 pemilahan; 
b.	 pengumpulan; 
c.	 pengangkutan; 

d.	 pengolahan; dan 

e.	 pemrosesan akhir sampah. 

Paragraf 1 
Pemllahan 

Pasal8 

(1)	 Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan 
melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. 

(2)	 Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan 
limbah B3 skala rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial dan fasilitas lainnya. 



(3) Untuk limbah cair B3 skala industri proses penanganannya dilakukan oleh 
Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan tupoksi dan 
kewenangannya. 

ParagraC2 
Pengumpulan 

Pasal9 

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak 
pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai 
ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis 
sampah. 

ParapaC3 
Pengangkutan 

Pasal10 

(1)	 Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan 
dengan cara sebagai berikut: 

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga 
pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RWj 

b. sampah dari TPS/TPST menjadi tanggungjawab pemerintah daerah; 

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri 
dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan 
atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan 

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari 
sumber sampah dan atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi 
tanggungjawab pemerintab daerah. 

(2)	 Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. 

(3) Alat	 pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, 
kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan. 

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarnpah yang dapat diangkut ke 
TPS/TPST diatur dengan Peraturan Bupati. 

ParagraC4 
Pengolahan 

Pasall1 

(1)	 Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang 
dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA. 

(2)	 Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan 
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. 

ParagraCS 
Pemrosesan Akhir 

Pasal12 

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf e 
dilakukan dengan pengembalian sampah danj'atau residu hasil pengolahan ke 
media lingkungan secara aman. 



Pasal13 

(1)	 Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan 
kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum, 

(2)	 Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi persyaratan teknis sistem pengelo1aan sampah yang aman dan 
ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(3)	 Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan 
kebutuhan /aspirasi masyarakat. 

Pasal14 

(1)	 Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan 
TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri 
dan kawasan khusus. 

(2)	 Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah 
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3)	 Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
rencana tata ruang kawasan. 

Pasal 15 

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah 
menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. 

Bagian Ketiga
 
Lembaga Pengelola
 

Pasal 16 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga 
pengelola sampah. 

Pasal17 

(1)	 Pernerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di kelurahan, RT, RW, kawasan 
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

(2)	 Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga persampahan setingkat 
unit keIja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan 
dibidang persampahanykebersihan kepada masyarakat. 

Pasal18 

(1)	 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas sebagai berikut : 



a.	 memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing
masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah 
tangga ke TPS; dan 

b.	 menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah pada masing-masing 
rumah tangga. 

(2)	 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan 1embaga pengelolaan sampah tingkat rukun 
tetangga; dan 

b. mengusu1kan kebutuhan tempat penampungan sementara ke 
kepala/Iurah atau sebutan sejenisnya. 

(3)	 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1)	 tingkat ke1urahan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a.	 mengoordinasikan 1embaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; 

b.	 mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari 
tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan 

c.	 mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat 
pengolahan sampah terpadu kepada camat. 

(4)	 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) tingkat kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a.	 mengoordinasikan 1embaga pengelolaan sampah tingkat ke1urahan; 

b.	 mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari 
tingkat rukun warga sampai ke1urahan dan lingkungan kawasan; dan 

c.	 mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat 
pengolahan sampah terpadu ke dinas atau lembaga pengelo1a sampah 
yang membidangi persampahan. 

Pasal19 

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1) 
pada kawasan komersial, kawasan industi, fasilitas umum, fasilitas sosial dan 
fasilitas lainnya mempunyai tugas sebagai berikut: 

a.	 menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing- masing kawasan; 
b.	 mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan 

c.	 menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah. 

Pasal20 

(1) Lembaga Pengelola persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) mempunyai tugas me1aksanakan kebijakan, strategi dan rencana 
dinas yang membidangi persarnpahan. 

(2)	 Lembaga pengelo1a persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas : 

a.	 terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b.	 tersedianya barang dan atau jasa layanan untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;dan 

c.	 tertib administrasi pengelolaan persampahan pertanggungjawaban 
kepada SKPD yang membidangi persampahan. 



Pasal21 

Lernbaga Pengelola Sampah dapat menuntut dan mengelola biaya atas barang 
darr/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan Lembaga Pengelola 
Sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABIV
 
HAl{ DAN KEWAJIBAN
 

Baglan Kesatu 
Hak 

Pasal23 

Setiap orang/badan berhak untuk : 

a.	 mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 
berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang 
mempunyai tanggungjawab untuk itu; 

b.	 berperan-serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan 
pengawasan dibidang pengelolaan sampah; 

c.	 memperoleh infonnasi yang benar, akurat dan tepat waktu rnengenai 
penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d.	 mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari 
kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan 

e.	 memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah 
secara baik dan berwawasan lingkungan. 

Baglan Kedua
 
Kewajlban
 

Pasal24 

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara 
yang berwawasan lingkungan. 

Pasal25 

Pengelola kawasan pennukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sasial dan fasilitas lainnya wajib 
menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

BABV
 
PERIZINAN
 

Pasal26 

(1)	 Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib 
memiliki izin dari bupati. 



(2)	 Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 

a.	 penganglrutan sampah; dan 
b.	 pengelolaan sampah. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasa127 

(1)	 Proses pemberian izin hams memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, 
sosiologis serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah 
Daerah, 

(2)	 Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus 
diumumkan kepada masyarakat. 

(3)	 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 
media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi 
strategis dan dapat diakses dengan mudah. 

BABVI 
LARANGAN 

Pasal28 

Setiap orang/badan dilarang : 

a.	 memasukkan sampah ke wilayah Daerah; 

b.	 mengimpor sampah; 

c.	 mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

d.	 mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran danj'atau perusakan 
lingkungan; 

e.	 membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan 
disediakan; 

f.	 melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat 
pemrosesan akhir; danj'atau 

g. membakar sampah 
pengelolaan sampah. 

yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

BABVII 
INSENTIF DAN HUKUMAN 

Pasal29 

(1)	 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan 
usaha yang melakukan : 
a.	 inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; 
b.	 pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c.	 pengurangan timbulan sampah; dan/atau 

d. tertib penanganan sampah, 
(2)	 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang 

melakukan : 
a.	 inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; darr/atau 
b.	 pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. 



Pasal30 

Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada lembaga, badan usaha dan 
perseorangan yang melakukan : 
a.	 pelanggaran terhadap larangan; dan/atau 
b. pe1anggaran tertib penanganan sampah. 

Pasal31 

(1)	 lnsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa ; 
a.	 pemberian penghargaan; darr/atau 
b.	 pemberian subsidi. 

(2)	 lnsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(1) dapat berupa : 
a. pemberian penghargaan; 
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; 
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu 

tertentu; 

d. penyertaan modal daerah; darr/atau 

e. pemberian subsidi. 

Pasal32 

(1)	 Hukuman kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal30 dapat berupa : 

a.	 penghentian subsidi; dan /atau 
b.	 denda dalam bentuk uang/barang/jasa, 

(2)	 Hukuman kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
dapat berupa : 
a.	 penghentian subsidi; 
b.	 penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau 
c.	 denda dalam bentuk uang/barang/jasa, 

Pasal33 

(1)	 Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, 1embaga dan badan 
usaha terhadap : 
a.	 inovasi pengelolaan sarnpah; 
b.	 pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; 
c.	 pengurangan timbunan sarnpah; 
d.	 tertib penanganan sampah; 
e.	 pelanggaran terhadap larangan; dan/atau 
f.	 pelanggaran tertib penanganan sarnpah. 

(2)	 Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 
Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal34 

Pemberian insentif dan Hukurnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 
Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal 
aetempat. 



BABVIII
 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
 

Pasal35 

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah 
atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan 
sampah, 

Pasa136 

(1) Kerja sarna antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 dapat melibatkan 2 (dual atau lebih Kabupaterr/Kota. 

(2)	 Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup : 
a.	 penyediaan /pembangunan TPA; 
b.	 sarana dan prasarana TPA; 
c.	 pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; 
d.	 pengelo1aan TPA; darr/atau 
e.	 pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. 

Pasal37 

(1)	 Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan 
sampah. 

(2) Lingkup	 kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
sebagai berikut: 
a.	 penarikan retribusi pelayanan persarnpahan; 
b.	 penyediaan/pembangunan TPST atau TPST. TPA serta sarana dan 

prasarana pendukungnya; 
c.	 pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; 
d.	 pengelolaan TPA; darr/atau 
e.	 pengelolaan produk olahan lainnya. 

Pasa138 

Pelaksanaan kerja sarna antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABIX
 
RETRIBUSI PELAYAlfAlf PERSAMPABANIKBBERS1IIAB
 

Pasal39 

(1)	 Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan 
persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. 

(2)	 Retribusi pelayanan persarnpahan/kebersihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum. 

(3)	 Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan meliputi ; 
a.	 volumej'berat sampah yang ditimbulkan; 

b.	 jenis penghasil sampah;dan 
c.	 jerris pelayanan yang diberikan. 



(4)	 Besaran dan penyelenggaraan retribusi atas pelayanan 
persampaharr/kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

BABX
 
KOMPENSASI
 

Pasal40 

(1)	 Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai 
akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di 
tempat pemrosesan akhir sampah. 

(2)	 Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a.	 relokasi; 

b.	 pemulihan lingkungan biaya kesehatan dan pengobatan; 

c.	 ganti dan rugi; dan Zatau 

d.	 bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal41 

(1)	 Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (2) sebagai berikut : 

a.	 pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah; 

b.	 Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan 
dampak negatif pengelolaan sampah; dan 

c.	 menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil 
investigasi dan hasil kajian. 

(2)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXI
 
PERAN SERTA MASYARAKAT
 

Pasal42 

(1)	 Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah. 

(2)	 Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a.	 menjaga kebersihan lingkungan; 

b.	 aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, 
pengangkutan dan pengolahan sampah; dan 

c.	 pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat 
kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan 
sampah di wilayahnya. 

Pasa143 

(1)	 Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran 
masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

(2)	 Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
huruf a dilaksanakan dengan cara : 
a.	 sosialisasi; 



b.	 mobilisasi; 

c.	 kegiatan gotong royong; dan/atau 

d.	 pemberian insentif. 

(3)	 Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara : 

a.	 mengembangakan informasi peluang usaha dibidang persampahan; 
danj'atau 

b.	 pemberian insentif. 

(4)	 Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara : 

a.	 penyediaan media komunikasi; 

b.	 aktif secara cepat memberi tanggapan; danj'atau 

c.	 melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. 

BABXII 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal44 

(1)	 Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
sampah. 

(2)	 Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah. 
(3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemanta
pengelolaan sampah. 

ayat 
uan 

(2) 
dan 

meliputi 
evaluasi 

BABXIII 
DATA DAN SIST&M INFORMASI 

Pasa145 

(1)	 Pemerintah Daerah memiliki data dan informasi pengelolaan sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

(2)	 Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga, 
sampah sejenis sampah rumah tangga yang setiap tahunnya dilakukan 
pemuktahiran data sesuai dengan kondisi di lapangan. 

(3)	 Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat : 

a. sumber sampah; 

b. jumlah timbunan sampah; 
c.	 komposisi sampah; dan 

d. karateristik sampah; 

BABXJV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal46 

(1)	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan 
Daerah ini. 



(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas 
mempunyai wewenang : 

a.	 menerima laporan atau pengaduan dati seseorang mengenai adanya 
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 

b.	 melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 

c. menyuruh 
tersangka; 

berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f.	 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

g.	 mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 

h.	 mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui 
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya; dan 

i.	 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan 
penangkapan dan/atau penahanan. 

(4) Penyidik	 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mernbuat berita acara setiap tindakan dalam hal : 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya; 

c. penyitaan barang; 

d. pemeriksaan saksi; 

e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan 

f. pengambilan sidik jari dan pemotretan. 

BABXV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 47 

(1)	 Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan 
sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam PasaI 26, diancam 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2)	 Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 
28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diancam pidana atau denda 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3)	 Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan. . 



BABXVI
 
SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasal48 

(1)	 Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak 
mempunyai izin. 

(2)	 Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah 
yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. 

(3)	 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : 
a.	 paksaan pemerintah; 

b.	 uang paksa; dari/atau 
c.	 pencabutan izin. 

BABXVII
 
KETEIfTUAN PERALIHAIf
 

Pasal49 

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas urnurn, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang 
belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya 
Peraturan Daerah ini wajib membangun/rnenyediakan fasilitas pemilahan 
sampah paling lama 2 (dua) bulan. 

BABXVIII
 
KETElfTUAN PEIfUTUP
 

Pasal50 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal U. 11.,.i 2015 

BUPATI LAMPUlfG STAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal U. MMt\ 015 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN LAMPUNG SELATAN, 

S ONO 

LEMBARAN DAE KABUPATEIf LAMPUlfG SELATAl'f TAHUIf 2015 KOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG : 
2 jLSj2014 



PEKJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEK LAMPUNG SELATAN
 
KOMOR 2 TABUK 2015
 

TEKTANG 

PENGELOLAAK SAMPAH 

I. UMUM 

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan dengan tingkat 
pertumbuhan yang relatif tinggi membawa akibat bertambahnya volume 
sampah, pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus 
dengan pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan 
bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari 
masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang 
semakin konsumtif, volume sampah anorganik semakin bertambah 
seiring dengan pola konsumtif kehidupan masyarakat yang terus 
berkembang. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang 
yang menjijikkan, dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlukan 
sebagai sumber daya yang tidak rnepunyai manfaat sehingga harus 
dibuang. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan 
akhir sampah yang ada telah menggunakan sistem Controlled Landfill, 
maka dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai 
saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan dan 
pembuangan sampah. Cara pengelolaan sampah yang demikian 
mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya saja (pendekatan 
ujung-pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan 
beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah. 

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan 
sampai saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak 
mempunyai manfaat dan bertumpu pada pendekatan ujung-pipa. 
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada penanganan 
samp[ah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini sudah saatnya 
untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan 
sampah dari hulu sampai ke hilir. 

Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai 
sumber daya yang mernpunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya 
bertumpu pada pendekatan eumber (pendekatan huru-hilir]. Paradigrna 
baru pengelolaan sarnpah meliputi seluruh siklus hidup sampah mulai 
dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada 
fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang kemudian 
dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke 
media lingkungan secara arnan. Kebijakan pengurangan sampah perlu 
disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna ulang dan mendaur 
ulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke 
tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang dan sekaligus 
makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi, 



Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah seeara terpadu dan 
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta 
wewenang dan tugas pemerintahan daerah untuk melaksanakan 
pelayanan dibidang persampahan diperlukan pengaturannya dalam suatu 
Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal2
 
Ayat(l)
 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga adalah 
sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. 
Kawasan komersial berupa antara lain pusat perdanganan, 
pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat 
hiburan. 
Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan 
kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 
perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha 
kawasan industri. 
Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus 
yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala 
nasional , misalnya kawasan eagar budaya, taman nasional, 
pengembangan industri strategis, dan pengembangan 
teknologi tinggi. 
Fasilitas umum berupa antara lain terminal angkutan 
umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, 
tempat pemberhentian kendaraan umum taman, jalan dan 
trotoar. 
Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 
sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga 
pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan 
masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, 
kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga. 

Pasal3 

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab 
pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap 
lingkungan yang baik dan sehat. 
Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa 
pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan 
teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. 



Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan 
sampah perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang 
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam 
pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan 
yang proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk 
berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. 
Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adakah bahwa dalam 
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah 
mendorong setiap orang dan badan hukum agar memiliki sikap, 
komitmen, kepedu1ian dan kesadaran untuk mengurangi dan 
menangani sampah yang dihasilkannya. 
Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa 
pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat 
dari berbagai dampak negatif. 

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa 
sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi 
yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah, 
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Hurufd 

Dalam hal pengelolaan sampah dilakukan secara tradisional 
seperti pada umumnya dilakukan oleh masyarakat secara 
mandiri misalnya dengan penimbunan dan pembakaran 
tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan prinsip
prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan hidup dan tidak 
menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan 
dan masyarakat secara luas. 



Hurufe 

Larangan tersebut misalnya membuang sampah di sungai, 
parit, saluran irigasi, saluran drainase , taman kota, tempat 
terbuka, fasilitas umum dan jalan. 
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Huruf a 

Paksaan Pemerintah merupakan suatu tindakan 
hukum administratif yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah yang bertujuan untuk memulihkan kualitas 
lingkungan dalam keadaan semua dengan beban biaya 
yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak 
mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang
undangan. 

Huruf b 

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan 
dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang 
melanggar ketentuan dalam perundang-undangan 
sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan 
pemerintahan. 
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